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PUTUSAN
Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXX  XXXXX  XXXXXX, tempat kediaman di KOTA
PAREPARE, sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan XXxXXXxxx
XXXXX XXXXxX, tempat kediaman di xxxxx xxxxxX, RT.002,
RW.003, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,

XXXX XXXXXXXX, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25

September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register

perkara Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada
tanggal 15 Juni 2011 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
705/61/V1/2011, tanggal 15 Juni 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua Termohon XXXXX XXXXXX,
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Lorong Il, RT. 002, XXX XXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXX, XXXX XXXXXXXX Selama 9 tahun 10 bulan;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
seorang anak, bernama Muh. Asrofi bin Asriadi, Parepare 24 April 2012
(umur 11 tahun) pada saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan
Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan April 2020 antara
Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

a. Termohon sering keluar hingga larut malam bersama teman-temannya,
ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah;

b.Termohon sering meminum-minuman keras hingga mabuk bersama
teman-temanya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada pertengahan bulan April 2021 yang disebabkan
ketika Pemohon sedang sakit keras dan Termohon tidak merawat serta
mempedulikan Pemohon dan anaknya bahkan lebih mementingkan untuk
berkumpul bersama teman-temannya, ketika dinasehati, Termohon marah
sambil membentak Pemohon, sejak kejadian tersebut, Pemohon pergi
meninggalkan kediaman orang tua Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak pertengahan
bulan april 2021 yang sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 5
bulan dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah pribadi Pemohon
XXXXX XXXXXX XXXXXX |, RT. 004, RW.002, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXX  XXXXX, XXXX XXXXxxXxx dan Termohon bertempat tinggal di
kediaman orang tua Termohon XxXxx XXXXXX XXxxXX I, RT. 002, XXX XxX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX Serta
sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling
menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami
istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan;
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7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara
dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga
bersama dengan Termohon dan lebih memilih untuk bercerai dengan
Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu
Raj'i terhadap Termohon (Fatimah Noviana, Amd. binti Suhardi. S)
didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dra.
Hartini Ahada, M.H. tanggal 17 Oktober 2023, dinyatakan mediasi tidak berhasil
karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan
perkara tersebut secara damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak

mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang
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berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya

meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta

tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sabh;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 705/61/VI/2011 Tanggal 15 Juni 2011,
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Provinsi
Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di XXX XXXXXXXXXXX, XXX XXX, XXX

XXX, XXXXXXXXK XXXXX XXXXXK, KKXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX, di

bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
paman Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
tanggal 15 Juni 2011 di KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
tinggal bersama di rumah orang tua Termohon xxxxx xxxxxX, Lorong I,
RT.002, RW.003, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,
XXXX XXXXXXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai seorang anak, bernama Muh. Asrofi bin Asriadi pada saat ini
anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan
April 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;
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- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan
rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon
sering keluar hingga larut malam bersama teman-temannya dan ketika
dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
berpisah temapt tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang
berlangsung dua tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di XXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXX XXX, XXX
XXX, XXXXXXXXK XXXXX XXXXXK, KKXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX, di
bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah ipar Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2011 di KUA
Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan
Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan
Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Asrofi bin Asriadi
pada saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
sejak bulan April 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan
Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai
dengan sekarang dua tahun lamanya dan selama berpisah antara
Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
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- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan

pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon

sering keluar hingga larut malam bersama dengan teman-temannya

tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon dan juga sering minum-

minuman keras bersama teman-temannya;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan
upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, nhamun
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis
Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya pemeriksaan permohonan
hingga akhir pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun
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telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali
berturut-turut, padahal sebelumnya Termohon pernah hadir di persidangan,
karena itu permohonan ini harus diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertangkaran disebabkan Termohon sering keluar hingga larut malam
bersama teman-temannya dan ketika dinasihati oleh Pemohon, Termohon
malah marah-marah akibatnya sejak bulan April 2021 telah berpisah tempat
tinggal hingga sekarang dua tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi
dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. merupakan akta autentik,
bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juni 2011,
relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah
memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa
Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15
Juni 2011 di KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi
Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang
dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta
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sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai
hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan
di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan April 2020 antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon
sering keluar hingga larut malam bersama dengan teman-temannya ketika
dinasehati oleh Pemohon, Termohon marah-marah, Termohon juga sering
minum-minuman keras bersama teman-temannya;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon
dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga
sekarang dua tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak saling
memperdulikan lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-
masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus
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menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang
terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal
118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami
dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isteri
selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyerahkan surat
pernyataan dan kesepakatan Pemohon dan Termohon yaitu membuat surat
pernyataan yang ditanda tangani oleh Pemohon sebagai pihak pertama dan
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Termohon sebagai pihak kedua yang menyatakan bahwa apabila terjadi
perceraian, Pemohon dengan Termohon sepakat untuk menyelesaikan
perkaranya dan pihak kedua (Termohon) tidak keberatan bercerai dengan
syarat pihak pertama bersedia memberikan nafkah pembebanan (nafkah iddah
selama masa iddah yaitu tiga bulan dan Muth’ah sejumlah Rp 20.000.000.-(dua
puluh juta rupiah) dan Pemohon bersedia membayar nafkah iddah dan muth’ah
tersebut sejumlah Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dan menurut Majelis
Hakim adalah tuntutan yang berdasar dari hukum yaitu seorang wanita yang
ditalak istrinya berhak mendapatkan nafkah iddah selama istri tersebut tidak
nusyuz sebagaimana maksud Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah

hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

. SLQ_,J JWIS U!° 2adl ada i9
aiiloluw g lgode z9

Artinya:
Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj’,
sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan
masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan
muth’ah kepada Termohon sejumlah Rp 20.000.000.00(dua puluh juta rupiah)
selama masa iddah atau setiap bulan selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim
memberikan petimbangan dari segi hukum syari’at Islam dan Kompilasi hukum
Islam di Indonesia yang sudah diberlakukan kepada Masyarakat penganut
agama lIslam, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang
menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara
dan jumlah yang ma’ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Al
Bagarah ayat 241

99, =all gli o wlallaollg

Artinya:
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“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma’ruf”.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149
disebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
(&) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang
atau benda, kecuali bekas isteri tersebut gablad dukhul;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah
tentang mut'ah sebagai berikut:

asx_ioll 6s9loge a>9;) a e iy

Artinya:
“Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin :
25)"

arnz, ol Lislh ca lls 659 logal axiall cazig
Artinya:
“Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun
raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya
merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan
bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap
dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri,
sehingga mut’ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai
ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung
silaturahim setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan
bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara
yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang
baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah
merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan
apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan
demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya,
namun ia tetap berhak atas mut’ah menurut cara dan jumlah yang patut
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(ma’ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya
kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang
tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut’ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas mengenai
kewajiban suami yang menalak istrinya memberikan kepada bekas istrinya
tersebut berupa uang atau benda sebagai kenang-kenangan telah hidup
bersama dan didalam persidangan Pemohon sanggup memberikan iddah dan
mut'ah kepada Termohon, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini
menghukum Pemohon memberikan iddah dan mut'ah kepada Termohon
sejumlah Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), diberikan menjelang
pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal
118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami
dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri
selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (Fatimah Noviana, Amd binti Suhardi, S.)

di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
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3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada
Termohon nafkah iddah dan muth’ah berupa uang sejumlah Rp
20.000.000,00.(dua puluh juta rupiah) atau selama masa iddabh;

semuanya diberikan menjelang pengucapan ikrar talak.

4, Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp

425.000,00.-(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Siarah, M.H
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf,
S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Ttd Ttd
Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. Dra. Siarah, M.H
Hakim Anggota
Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Istambul

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

. Proses : Rp. 100.000,00

. Panggilan : Rp. 255.000,00

. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

. Redaksi : Rp. 10.000,00

. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 425.000,00
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

o O~ WDN P

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 362/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



